
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai 

tindak pidana carding di Indonesia saat ini, serta kebijakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia ke depan. 

Yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana carding  di indonesia saat 

sekarang dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

carding di indonesia ke depan. Metode penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, 

dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

delik-delik dan klasifikasi yang mengatur mengenai tindak pidana carding di 

Indonesia tidak ada yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai tindak 

pidana carding, sehingga dalam penegakan hukumnya para penegak hukum 

hanya berlandaskan pada Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 yang hanya mengatur sebagian kecil saja dari sekian banyak modus tindak 

pidana carding, sehingga di banyak kasus penegak hukum harus menggunakan 

interpretasi atau menganalogikan beberapa Pasal dalam KUHP yang dianggap 

beberapa pihak tidak begitu relevan diterapkan seperti Pasal 263 dan 378 KUHP. 

Oleh karena itu maka diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana 

kedepannya mengenai tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia. 

Pembaharuan ini menjadi penting karena zaman semakin maju dan teknologi 

semakin canggih, sehingga potensi berkembangnya kejahatan berbasis teknologi 

atau kejahatan yang menggunakan teknologi canggih sebagai media kejahatan, 

selain itu yang tidak kalah penting adalah dapat terwujudnya perundang-

undangan yang baik sehingga mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat 

dan menghapus stigma negatif bahwa Indonesia adalah negara yang tidak aman 

bagi transaksi kartu kredit. 
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